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RINGKASAN

Tujuan penelitian ini ingin  mendeskripsikan, menganalisis dan
menginterpretasikan implementasi kebijakan Program JKN pada Rumah Sakit sebagai
Pemberi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Bagian Rawat Inap di Rumah Sakit
Umum (RSU) Haji Surabaya. Dilihat dari 4 faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan vyaitu: a) Komunikasi; b) Struktur Birokrasi; c¢) Sumberdaya;d)
Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana dan inovasi-inovasi pelayanan
unggulan yang dikembangkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif . Adapun teknik
penentuan informan dalam penelitian ini adalah Tenaga Kesehatan/medis dan
Tenaga non Kesehatan/paramedis dan pasien rumah sakit peserta Program JKN yang
datang untuk berobat atau rujukan. Prosedur Pengumpulan Data: a) Observasi atau
pengamatan; b) Wawancara Mendalam/In-Depth interview dan c¢) Metode
Dokumenter. Metode analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri tiga alur
kegiatan yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian dan analisis data; dan 3) Menarik
kesimpulan dan verifikasi/interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan dari 4 (empat) variabel yang mempengaruhi
implementasi program JKN di RSU Haji Surabaya relatif berhasil dan mampu
menghasilkan pelayanan yang berkualitas. 1) Dari pasien yang manjadi informan
penelitian diketahui mengetahui program JKN atau biasa dikenal dengan BPJS dari tetangga,
saudara, media maupun informasi dari petugas yang ada di rumah sakit saat berobat serta
kepesertaan otomatis perpindahan dari Askes maupun dari Jamkesmas. 2) Di Instalasi Rawat
Inap memang tidak bisa dipungkiri kalau kebutuhan ketenagaan masih kurang kira-kira 10%-
15% dari pegawai yang sudah ada. Semua fasilitas yang ada di ruangan sesuai dengan kelas
hanya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penanganan serius yaitu masalah keamanan
pasien waktu dirawat dan juga masalah kenyamanan. Sumber pembiayaan Program JKN
berasal dari besaran klaim yang dibayarkan oleh BPJS kepada Rumah Sakit. Sesuai
INA CBGs. 3) Komitmen pelaksanan Program JKN dapat dilihat di Instalasi Rawat Inap
dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui Monitong dan Evaluasi
(Monev), Pengembangan Standart Operasional Prosedur (SOP) layanan pasien JKN , Alur

Layanan Pasien, Pengembangan layanan Pasien JKN dan pengembangan rawat inap untuk
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pasien dengan penyakit tertentu. 4) Struktur Birokrasi.Menurut informasi dari beberapa
informan, selama ini hubungan relatif baik baik dengan BPJS dalam klaim pembayaran dan
Provinsi Jawa Timur, tidak menemui kendala berarti dan satu sama yang lain saling
mendukung baik finansial maupun sarana prasarana. Selain hubungan yang bersifat eksternal,
dalam struktur organisasi Instalasi Rawat Inap juga menjalin hubungan dan kerjasama dengan
baik dengan bagian terkait. Sesuai dengan alur layanan pasien utamanya pasien JKN, baik
PBI dan Non PBI yaitu dengan Instalasi Pengendali Kerjasama, Poliklinik, Depo Farmasi,
Instalasi penunjang lain misalnya PK/PA/Radiologi maupun Rehabilitasi Medik.

Pada akhirnya dalam penelitian ini peneliti memberikan saran : 1) Bagi
Pemerintah.Diharapkan tidak sering melakukan perubahan kebijakan. 2) Bagi BPJS. BPJS
sebagai badan yang ditunjuk untuk melakukan Program JKN hendaknya menempatkan
petugas Yyang berada di IGD siap memberikan informasi kepada masayarakat jika ada
permasalahan maupun perubahan kebijakan baru. Bagi RSU Haji Surabaya dan Instalasi
Rawat Inap; 3) Terus melakukan inovasi layanan, utamanya layanan untuk pasien JKN baik
PBI maupun Non PBI; 4) Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.Dukungan baik berupa dana,
alat dan juga barang sangat diperlukan untuk peningkatan layanan di RSU Haji umumnya dan
Instalasi Rawat Inap khususnya; 5) Bagi Masyarakat.Selalu cerdas dalam menyikapi
informasi khususnya kebijakan program JKN. 6)Bagi Peneliti.Tindak lanjut dari penelitian
ini adalah adanya upaya dengan sekelompok dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat
kepada masyarakat tentang program JKN terkait dengan persyaratan kepesertaan, rujukan di

Faskes Tk I dan tingkat lanjutan serta kebijakan terbaru tentan Program JKN.

Key words: Implementasi kebijakan, Program JKN, Rumah sakit
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SUMMARY

The purpose of this study is to describe, analyze and interpret the
implementation of the JKN Program policy at the Hospital as the Provider of
Advanced Referral Health Facilities at the Inpatient Section at Haji Surabaya General
Hospital (RSU). Viewed from 4 factors that influence the implementation of the
policy are: a) Communications; B) Bureaucratic Structure; C) Resources; d) Attitudes
/ Dispositions of executives and leading service innovations developed.

This research uses qualitative description approach. The techniques of
determining informants in this study are Health / Medical and non-health /
paramedical workers and hospital patients participating JKN Program who came for
treatment or referral. Data Collection Procedure: a) Observation or observation; B)
In-Depth Interviews and ¢) Documentary Methods. Data analysis methods according
to Miles and Huberman consisting of three activities: 1) Data Reduction; 2)
Presentation and analysis of data; And 3) Drawing conclusions and verification /
interpretation.

The results showed that 4 (four) variables affecting the implementation of
JKN program in RSU Haji Surabaya were relatively successful and able to produce
quality services. 1) From the patient who became the research informant known to
know JKN program or commonly known as BPJS from neighbors, relatives, media
and information from the officers in the hospital during treatment and automatic
participation of the movement from Askes and Jamkesmas. 2) In Installation Inpatient
can not be denied if the need for energy is still less approximately 10% -15% of
existing employees. All the facilities in the room in accordance with the class there
are only a few things that need to get a serious handling of the patient's safety issues
when treated as well as comfort issues. The source of JKN Program financing comes
from the amount of claims paid by BPJS to the Hospital. Appropriate INA CBGs. 3)
The commitment of the JKN Program implementation can be seen in the Inpatient
Installation with various activities conducted by the government through Monitong
and Evaluation (Monev), Development of Standard Operating Procedure (SOP) of
JKN patient service, Patient Service Flow, Development of JKN Patient Service and
Inpatient Development for Patients with certain diseases. 4) Bureaucratic
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Structure.According to information from some informants, so far relatively good
relationship with both BPJS in payment claims and East Java Province, did not
encounter significant constraints and each other support each other both financially
and infrastructure. In addition to external relationships, in the organizational structure
Inpatient Installation also establish relationships and cooperation well with the
relevant sections. In accordance with the main patient service flow of JKN patients,
both PBI and Non PBI is with the Control Installation Cooperation, Polyclinics,
Pharmaceutical Depo, other supporting instalations such as PK / PA / Radiology and
Medical Rehabilitation.

Finally in this research the researcher give suggestion: 1) For the Government.
It is not expected to make frequent change of policy. 2) For BPJS. BPJS as the
agency appointed to conduct the JKN Program should place the officers who are in
IGD ready to provide information to the community if there are problems or new
policy changes. For RSU Haji Surabaya and Inpatient Installation; 3) Continue to
make service innovation, mainly services for JKN patient either PBI or Non PBI; 4)
For East Java Provincial Government. Good support in the form of funds, tools and
also goods is needed for service improvement in general Haj General Hospital and
Installation of Inpatient especially; 5) For Masyarakat.Selalu intelligent in addressing
information, especially the policy of JKN program. 6) For Researchers. The follow
up of this research is an effort with a group of lecturers to perform community service
to the community about JKN program related to membership requirements,
references in Faskes Tk | and advanced level as well as the latest policy of JKN

Program.

Key words: Policy Implementation, JKN Program, Hospital
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan falsafah dasar negara Pancasila
terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hal ini juga
termaktub dalam pasal 28H dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan
bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas
sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus
berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat(2),
yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam
perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang
kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen
yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk
perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA
ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangkan
Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah
bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan
menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan,
diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero)

yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan

Laporan Penelitian Dosen Program Studi



pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah
memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian,
skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya
kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.

Dasar kebijakan pelaksanaan JKN adalah: a) UUD 1945 pasal 28 H ayat
(1), (2), (3) dan pasal 34 ayat (1), (2); b) UU Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang salah satu programnya
adalah Jaminan  Kesehatan Nasional ( JKN ), ¢) UU Nomor
24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ~ (BPJS); d) PP
Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran (PBI), €) Perpres
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, f) Roadmap JKN, Rencana
Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS.

Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program
jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS,
JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya
dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan
iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai
peserta Penerima Bantuan luran (PBI).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia
merupakan bagian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan
dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory)
berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak untuk setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
Artinya, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah melalui
JKN sesuai dengan batas kesepakatan yang telah ditanggung.. Prinsip yang
diterapkan oleh JKN adalah prinsip gotong royong. Dalam SJSN, prinsip gotong
royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,
peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang beresiko tinggi, dan peserta

yang sehat membantu yang sakit. Selain itu ada juga prinsip nirlaba,
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keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, portabilitas,
kepesertaan yang bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana
digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk
kepentingan peserta.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh
BPJS Kesehatan memasuki tahun ke-4. Ada begitu banyak harapan, pujian, dan
juga kritikan yang mengiringi perjalanan program yang memiliki tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Sebagai badan hukum
publik yang mendapatkan amanat melaksanakan program JKN-KIS, kinerja BPJS
Kesehatan sepanjang tahun 2016 juga dinilai semakin positif. Ini tentunya
menjadi modal yang sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal
health coverage/UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan program JKN telah dilewati dengan pencapaian kinerja yang
terus membaik. Di usianya yang masih sangat muda, program ini telah dirasakan
manfaatnya oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia, dari yang di kota hingga
yang ada di pelosok negeri. Program ini juga telah membuat Indonesia menjadi
fokus perhatian dunia. Karena dari sisi besaran potensi warga yang dilindungi
oleh program JKN-KIS merupakan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar
di dunia.

Visi BPJS Kesehatan 2021 yaitu “Terwujudnya JKN-KIS Semesta yang
Berkualitas dan Berkesinambungan bagi Seluruh Penduduk Indonesia”. Dalam
upaya mendukung pencapaian Visi ini menetapkan lima Misi BPJS Kesehatan
2016-2021, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan, (2)
Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Penduduk Indonesia, (3)
Menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, (4) Memperkuat kebijakan dan
implementasi Program JKN-KIS, serta (5) Memperkuat kapasitas dan tata kelola
organisasi. Visi dan Misi 2016-2021 ini diharapkan dapat semakin
mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS melalui suatu kerangka
program yang sustain dan berkualitas, guna meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Terdapat 3 fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan

kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017. Adapun fokus
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pertama adalah  Keberlangsungan finansial, bagaimana  menjamin
keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta. Caranya adalah dengan
Peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection,
peningkatan Kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, peningkatan
kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi
fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIS dan Badan Usaha yang melanggar, serta
efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali
mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta dilakukan dengan perbaikan
sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of
Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan
peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya
optimalisasi peran FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan
penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta.

Sedangkan fokus ketiga yaitu Menuju Cakupan Semesta, dilakukan
dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan
baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakkan partisipasi dan
peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta peran aktif
Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki
struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan
pertanggungjawaban yang jelas.

Rencana Strategis BPJS Kesehatan Tahun 2016-2021 juga telah disusun
sebagai acuan utama bagi BPJS Kesehatan — terutama dalam level strategis,
makro, dan nasional — agar dapat menyelaraskan program JKN-KIS dengan
Agenda Pembangunan Kesehatan Nasional Pemerintah Indonesia, sebagai salah
satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019. Diharapkan ditahun 2017, Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia,
dapat terus mengoptimalkan pengelolaan dan menjaga sustainabilitas Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di tengah
berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.

Dalam JKN, pelayanan kesehatan dilakukan berjenjang, mulai dari

fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, hingga tersier. Penduduk yang
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sakit harus mengakses layanan kesehatan primer terlebih dahulu, yakni
puskesmas, dokter keluarga, dan Klinik. Jika kompetensi layanan kesehatan
primer ini tidak mampu menangani satu kasus, pasien akan dirujuk ke layanan
kesehatan sekunder, yakni rumah sakit di daerah. Puskesmas juga akan bermitra
dengan dokter umum dan klinik pratama, terutama untuk melakukan promosi
pencegahan penyakit.

Tidak bisa dipungkiri selama pelaksanaan JKN yang masih berumur 4
tahun menemui berbagai macam kendala. Salah satu hal yang menjadi kendala
adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang ada
masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Kondisinya hingga tahun 2014 masih
terdapat kekurangan jumlah tenaga kesehatan dokter spesialis 9.389 orang, dokter
umum 33.773 orang, asisten apoteker 6.381 orang, sanitarian 10.687 orang, gizi
13.725 orang, keterapian fisik 4.107 orang. (diakses tanggal 5 Januari 2015).
Jumlah peserta BPJS tumbuh dengan cepat. Sementara pertumbuhan rumah sakit
tak bisa mengimbangi. Per 3 Oktober 2014 peserta JKN telah mencapai 129.3 juta
jiwa dan per 10 Oktober 2014 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS
sebanyak 1,592 buah. Sebanyak 671 rumah sakit swasta (40%) merupakan mitra
BPJS ( sumber: websitepersisumut, diakses 29 Mei 2017). Akibatnya bisa
berpengaruh terhadap penumpukan pasien. Peningkatan rumah sakit juga harus
diimbangi kualitas. Karena BPJS ingin agar Rumah Sakit kerja sama atau mitra
memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi kendala
tersendiri. Hal tersebut juga di perparah oleh tidak meratanya fasilitas kesehatan
di daerah. Pada beberapa daerah Indonesia, kondisi geografis juga menjadi suatu
masalah tersendiri, dimana infrastruktur jalan yang masih terbilang susah untuk
diakses yang berimplikasi pada mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai
sarana kesehatan.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan program JKN/KIS yang diselenggarakan BPJS
Kesehatan pada semester | tahun 2016. Hasilnya, DJSN menemukan 8 masalah
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang perlu
diperbaiki. Kedelapan masalah itulah yang selama ini dianggap sebagai bagian

dari penghambat program JKN/KIS. Pertama, aspek kepesertaan, vyaitu
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penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat pendaftaran
peserta JKN/KIS. Ini diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014
dan Surat Edaran (SE) BPJS Kesehatan No. 17 Tahun 2016. Kedua, soal
pelayanan, menyangkut prinsip portabilitas. Prinsip portabilitas dalam program
JKN/KIS yang berjalan selama ini belum optimal. Portabilitas artinya setiap
peserta dapat menikmati layanan kesehatan berkelanjutan di seluruh wilayah
Indonesia. Kalaupun seorang peserta pergi ke daerah lain, ia tetap bisa
mendapatkan layanan. Ketiga, menyangkut regionalisasi rujukan. Pelayanan
dalam program JKN/KIS dilaksanakan secara berjenjang mulai dari FKTP sampai
faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Beberapa provinsi seperti Sumatera
Selatan dan Jakarta mengatur rujukan itu berdasarkan wilayah administratif
pemerintan daerah. DJSN menilai regionalisasi rujukan tidak tepat karena
menyebabkan peserta terhambat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Peserta
harus menempuh jarak yang jauh dengan biaya yang besar untuk mencapai sebuah
faskes. Keempat, soal kriteria gawat darurat (emergency). Selama dua tahun
program JKN/KIS berjalan, kriteria gawat darurat jadi kendala pelaksanaan
pelayanan kesehatan di lapangan. Belum ada regulasi yang detail
mengelompokkan kondisi-kondisi yang tergolong gawat darurat atau bukan.
Kelima, perihal pembagian kelas perawatan. Pembagian kelas perawatan rawat
inap yang ada saat ini dinilai DJSN tidak sesuai dengan amanat UU SJSN dan UU
BPJS. Regulasi itu jelas menyebut kelas perawatan bagi peserta yang
membutuhkan rawat inap menggunakan kelas standar tanpa ada pembagian kelas.
Keenam, menyoal pengadaan obat-obatan. DJSN berpendapat item obat dalam e-
catalog tidak dapat memenuhi kebutuhan. Karena itu e-catalog bukan satu-
satunya cara untuk pengadaan obat dalam program JKN/KIS. Item obat yang tidak
ada di e-catalog dapat mengacu harga pasar. Tetapi terkendala Permenkes No. 59
Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan. Beleid ini menyebut pengajuan klaim atas obat
program rujuk balik, obat penyakit kronis dan kemoterapi serta biaya pelayanan
kefarmasian mengacu pada harga dasar obat sesuai e-catalog. DJSN
merekomendasikan agar Permenkes itu ditinjau ulang. Ketujuh, terkait klasifikasi
tarif INA-CBGs. Pasal 24 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
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mengamanatkan besarnya pembayaran kepada faskes untuk setiap wilayah
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan asosiasi faskes di wilayah
tersebut. Zaenal mengatakan ketentuan itu tidak terpenuhi karena tarif INA-CBGs
sudah ditetapkan berdasarkan regional sehingga menutup ruang kesepakatan
antara BPJS Kesehatan dan asosiasi faskes untuk menentukan tarif. Kedelapan,
pembagian jasa medis di RS pemerintah. Selama ini pengaturan pembagian jasa
medis di RS pemerintah berstatus badan layanan umum (BLU) hanya
mencantumkan presentase maksimal. Dikhawatirkan ini disalahgunakan
manajemen RS dan merugikan tenaga medis. Sementara RS atau faskes
pemerintah daerah yang belum BLUD pembagian remunerasinya dapat tertunda
dan tidak pasti. Jelas kondisi tersebut menurunkan motivasi tenaga pelaksana,
sehingga berpengaruh terhadap mutu pelayanan peserta JKN/KIS.

Melihat segala keterbatasan dan kendala pelaksanaan Program JKN di
Indonesia secara umum, dari sisi penyelenggara yaitu BPJS, Rumah Sakit dan
puskesmas mendorong penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait
Implementasi Program JKN pada Rumah Sakit sebagai Pemberi Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Bagian Rawat Inap Rumah Sakit
Umum Haji Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan. Penelitian
sebelumnya yang telah penulis teliti adalah Implementasi Program JKN di
Puskesmas Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya sebagai Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

1.2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah:

1) Bagaimanakah Implementasi Program JKN pada Rumah Sakit sebagai
Pemberi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Bagian
Rawat Inap di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya.

2) Kendala-kendala apa yang dialami dalam rangka pelaksanan Program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kebijakan Publik

Secara konseptual, kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu, yaitu
mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang
telah disepakati. Dalam hal ini, kebijakan publik dimaknai sebagai jalan atau alat
untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah
mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, maka kebijakan publik yang ideal untuk Indonesia dapat diilustrasikan
dengan gambar berikut ini:

Gambar 2.1.
Ideal Kebijakan Publik

Masyarakat
yang dicita-
citakan

Kebijakan Publik
Masyarakat
pada masa
transisi

Masyarakat
pada kondisi
awal

Sumber: Nugroho (2009:130

Kita bisa meletakkan “kebijakan publik” sebagai “manajemen” pencapaian
tujuan nasional”. Dapat kita simpulkan bahwa: 1) Kebijakan publik mudah untuk
dipahami karena maknanya adalah “hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai
tujuan nasional” dan 2) Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas,
yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Namun, bukan
berarti kebijkan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah

dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut faktor politik.

Laporan Penelitian Dosen Program Studi



Menurut Nugroho (2009:98), tujuan kebijakan publik dapat dibedakan
dari sisi sumberdaya atau resources, yaitu 1) Men-distribusi sumber daya negara
kepada masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi, versus
mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara. 2) Regulatif dan
versus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, seperti
kebijakan tarif, kebijakan proteksi industri, kebijakan HAM, dan sebagainya.
Kebijakan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi,
kebijakan penghapusan tarif dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi. 3)
dinamisasi versus stabilissi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat
menggerakkan sumberdaya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang
dikehendaki. Kebijakan stabilisasi bersifat mengerem dinamika yang terlalu tepat
agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi,
maupun sosial. 4) Kebijakan yang memperkuat negara versus memperkuat pasar.
Kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong
lebih besar peran negara, sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau publik
adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar
daripada peran negara.

Pada prakteknya, setiap kebijakan mengandung lebih dari satu tujuan
kebijakan, yang berlainan. Kebijakan publik selalu mengandung multi-tujuan,
yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang
dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama.

Kebijakan publik mengajarkan kepada kita, kehidupan bersama harus
diatur. Bukan sekedar diatur, melainkan diatur oleh peraturan yang berlaku untuk
semuanya dan berlaku mengikat semuanya. Setiap pelanggar akan diberi sanksi
sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, dan sanksi dijatuhkan di
depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.
Aturan tersebut yang secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik.

Dalam buku Kebijakan Publik: Teori dan Proses ( Winarno:2007:16),
secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk
perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu
lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk
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keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai
untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis
menyangkut analisis kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan
atau definisi mengenai kebijakan publik (public policy) dalam leteratur-literatur
ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-
beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang
dan sudut pandang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan
dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan
bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Secara konseptual, definisi kebijakan publik yang dimaksud juga
memberikan pemahaman tentang: proses kebijakan publik, faktor-faktor yang
terkait dalam proses kebijakan publik, dan arti penting atau makna kebijakan
publik.

2.2. Proses Kebijakan

Proses kebijakan publk merupakan proses yang komplek arena melibatkan
banyak proses maupun faktor yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli
politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-
proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap
kebijakan publik menurut Dunn (2000:24-25) adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Tahap-tahap Kebijakan Publik

Penyusunan Agenda

Formulasi Kebijakan

;

Adopsi Kebijakan

v

Implementasi

!

Evaluasi Kebijakan

Sumber: Dunn (2000:24-25)
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(1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda
publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk
dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk
ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah
mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan
menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu
ditunda untuk waktu yang sama.
(2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari
pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada.
Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda
kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing, alternatif bersaing
untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
Pada tahap ini, masing-masing aktor akan ‘“bermain” untuk mengusulkan
pemecahan masalah terbaik.
(3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawaran oleh para perumus
kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi
dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga
atau keputusan peradilan.
(4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program
kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun
agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya
finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan

saling bersaing. Beberapa impementasi kebijakan mendapat dukungan para
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pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang
oleh para pelaksana.
(5) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,
sejaun mana Kkebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.
Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.
Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu,
ditentukanlah ukuran-ukuran atau Kkriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk
menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Model proses kebijakan lain yang dikembangkan dari pendekatan dalam
teori sistem. Model formal proses kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan”,
“formalisasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, baru kemudian menuju
pada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan_ yang didapatkan setelah
dilakukan evaluasi kinerja kebijakan_ seperti yang disampaikan pada gambar

berikut ini:

Gambar 2.3
Proses Kebijakan yang Ideal

Proses Kebijakan

Proses Politik

Evaluasi Kebijakan

Isu J
Kebijakan Ll Formulasi Ll Implementasi . Kinerja
(Agenda Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Pemerintah)

'TTTTTTTTT’

Lingkungan Kebijakan

Sumber: Nugroho (2009:389)

2.3.Model Proses Implementasi Kebijakan
Secara konseptual, pendekatan terhadap studi implementasi dapat dilakukan

dari beberapa sudut pandang atau model, diantaranya adalah pendekatan
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berdasarkan: Analisis kegagalan, Model Rasional (“top-down”), Kritik “bottom-
up” terhadap model “top-down”, dan Teori “hybrid” (Parsons, 2005: 465).
Mengingat budaya implementasi kebijakan di Indonesia lebih dominan menganut
model rasional (top-down), serta sejalan dengan permasalahan dan tujuan
penulisan ini, maka kajian pustaka dan kerangka teori model proses implementasi
kebijakan yang akan diuraikan berikut ini adalah lebih dominan pada model
rasional.

Dalam perkembangan penerapan model rasional, beberapa studi yang
dilakukan untuk menjelaskan faktor atau faktor-faktor determinan keberhasilan
implementasi kebijakan, telah mengalami perkembangan menuju kemajuan. Pada
mulanya studi implementasi cenderung mengambil fokus lebih sempit, yaitu pada
karakteristik birokrasi pelaksana (Grindle, 1980). Studi implementasi dalam
perspektif ini misalnya yang dilakukan olen Edward 1I1 (1980) vyang
mengidentfikasi adanya 4 (empat) faktor determinan utama yang akan
mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan yaitu: (1) komunikasi
(communication), (2) struktur birokrasi (bureaucratic structure), (3) sumberdaya
(resources), dan (4) disposisi (disposition) (Edward 111, 1980:148). Interaksi antar
keempat faktor determinan implementasi ini, secara ringkas dapat disarikan pada
bagan berikut.

Gambar 2.4

Interaksi Faktor-Faktor Determinan Implementasi

Communication
A \
Resources \
I Implementation
Disposition /
v /

Bureaucratic Structure

Sumber  : Edward Ill, 1980 : 148
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Berdasar bagan di atas, kualitas proses dan hasil implementasi kebijakan,
secara langsung dan tidak langsung akan dipengaruhi oleh interaksi timbal balik
antara kualitas faktor komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi
aparat pelaksana.

(1) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Efektivitas implementasi juga membutuhkan adanya pemahaman yang
terpadu dari segenap aktor yang terlibat terhadap tujuan dan standar kebijakan.
Komunikasi ke dalam dan antar organisasi, akan ikut menjadi faktor determinan
implementasi kebijakan. Implementasi akan gagal apabila berbagai sumber
komunikasi tidak memberikan informasi yang jelas dan konsisten. Atau pihak
implementor tidak memiliki kewenangan memadai untuk melakukan aktivitas
paksaan guna menjamin perilaku berbagai pihak tetap konsisten dengan tujuan dan
standar kebijakan. (Downs dalam Van Meter dan VVan Horn (1965:466)

Komunikasi dalam implementasi program, mensyaratkan agar para
pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Nugroho .
Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan
adanya pemahaman yang mendalam & Kkesepakatan terhadap tujuan, dan
komunikasi yang sempurna ( Nugroho, 2004:17)

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain
dimensi transmission, kejalasan (clarity) dan konsistensi (consistency). (Agustino,
2006:150). Dimensi transmisi (transmission) menghendaki agar kebijakan publik
disampaikan tidak hanya saja kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga
disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (clarity)
menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target
group harus dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi
maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.Dimensi
konsistensi  (consistency) menghendaki perintah yang diberikan dalam
pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan atau
dijalankan.

Kejelasan isi pesan yang disampaikan akan sangat mempengaruhi

penerima pesan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud,
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tujuan dan sasaran serta substansi dari program. Karena pesan yang jelas atau
tidak samar-samar akan menghindari penafsiran menyimpang dari yang
dimaksudkan. Selain itu juga harus memperhatikan aspek konsistensi. Suatu pesan
yang disampaikan haruslah konsisten, karena jika pesan yang diberikan sering
berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingunan bagi penerima pesan.
Dimana pesan tersebut haruslah mempunyai kesesuaian antara apa yang diberikan
oleh pengirim pesan dengan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan dan dengan
yang disampaikan oleh media lain ( media cetak dan elektronik).

(2) Sumberdaya

Edward 111 (1980:11) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga
mempunyai peranan penting dalam imlementasi kebijakan.Lebih lanjut Edward
IIT (1980:11) menegaskan bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan
yang bertangungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang empunyai sumber-
sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan efektif.” Yang dimaksud sumber daya dalam
pengertian Edward disini meliputi sumberdaya staf (jumlah dan kompetensinya),
sumberdaya fisik (fasilitas), sumberdaya komunikasi/ informasi dan sumberdaya
kewenangan (Authority).

Sumber daya (resources) manusia merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi keerhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward Il
(1980:53) menegaskan bahwa “Probably the most essential resources in
implementing policy is staff ““. Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah)
dan cakap (keahlian). Edward Il (1980:10-11) pada bagian sebelumnya
menegaskan bahwa “No matter how clear and consistent implementation orders
are and no matter accurately they are transmitted, if the personnel responsible for
carrying outpolicies lack the resources to do an effective job, implementation will
not effective”. Jika demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung
kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan
kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah

ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas
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baik dari jumlah maup